
Menimbang 

Mengingat 

I SALINAN I 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA SIBOLGA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 1 1  ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen­ 
dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu 
yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang­ 
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam 
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
Semen tara yang telah disepakati Pemerin tah Dae rah bersama 
DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang... 



3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diuhah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Corid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Mengahadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

8. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peratran... 
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12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan Lemharan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Mengahadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 3 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka 
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Mengahadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ a tau Stabilitas Si stem Keuangan Serta 
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

16 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan... 



Menetapkan 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk 
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana 
teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan 
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, 
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 910); 

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keu angan Dae rah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Norn or 431); 

24. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA 

dan 

WALi KOTA SIBOLGA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal l 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022, dengan rincian sebagai berikut : 
1 .  Pendapatan Daerah............. Rp. 665.099.474.093,00 
2. Belanja Daerah................... Rp. 764.916.673.598,00 

Surplus/(Defisit)....... Rp. (99.817.199.505,00) 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan . 

b. Pengeluaran .. , . 
Pembiayaan Netto...... 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan . Rp. 0,00 

Pasal 2 . .  

Rp.102.897.376.100,00 
RD. 3,080,176.595,00 
Rp. 99.817.199.505,00 



Pas0l 6... 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I )  huruf d direncanakan sebesar 
Rp.115.790.282.149,00 

Pasal 3 

(1)  Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a terdiri dari: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp.11.323.115.105,00. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
huruf b direncanakan sebesar Rp.13.775.680.196,00. 

Pasal 4 

I 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf b terdiri dari : 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer an tar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
494.385.715.000,00. 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 13.074.578.864,00. 

Pasal 5 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 
7.481.089.312,00. 
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sebesar 

dipisahkan 
huruf c 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
direncanakan sebesar Rp. 9.269.013.466,00 

(4) 

Pendapatan Daerah direncanakan 
Rp.665.099.474.093,00, yang bersumber dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 2 



Pasal6 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan 
sebesar Rp, 764.916.673.598,00, yang terdiri atas: 
a. Belanja operasi; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga. 

Pasal 7 

( 1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a terdiri dari : 

a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja hibah; dan 
e. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
hurufa direncanakan sebesar Rp. 297.310.971.954,00. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I )  huruf b direncanakan sebesar 
Rp.272.870.370.034,00 

(4) Belanja Bunga sebagai mana dimaksud pada ayat ( I) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.287. 775.000,00. 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d direncanakan sebesar Rp.14.555.602.850,00. 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
( I) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.464.100.000,00. 

Pasal 8 

( 1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf b terdiri dari : 
a. Belanja modal peralatan dan mesin; 
b. Belanja modal gedung dan bangunan; 
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
d. Belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal peralatan dan 
dimaksud pada ayat (1) huruf a 
Rp.14.916.310.195,00; 

mesin sebagaimana 
direncanakan sebesar 

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  huruf b direncanakan sebesar 
Rp.65.438.125.506,00. 

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar 
Rp.62.341.315.208,00. 

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  huruf d direncanakan sebesar 
Rp.4.724.866.500,00 

Pasal 9... 



Pasal 9 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf c direncanakan sebesar Rp.17.007.236.35 J ,00. 

Pasal 10 

(I) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah 
ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 
2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih 
dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah 
tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan 
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/ atau kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 
dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimal<sud pada ayat 
( J)  meliputi : 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerab yang berada diluar kendali 
Pemerintab Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­ 
undangan; dan/ a tau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 11  

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

Lampiran II... 



Lampiran II 

Lampiran I 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lampiran VIII 

Lampiran TX 

Lampiran X 

LampiranXI 

Lampiran XII 

Lampiran XIII 

Lampiran XIV 

LampiranXV 

Lampiran XVI 

Ringkasan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 
Kegiatan Beserta Keluaran; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 
SPM; 

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 
Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan 
Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional 
dengan Program Prioritas Daerah; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan 
Investasi Daerah Lainnya; 

Daftar Perkiraan Pen am bahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset 
LainLain; 

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy 
years]; 

Daftar Dana Cadangan; dan 

Daftar Pinjaman Daerah 

Pasal 12 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Pas0l 13 .• 



Pasal 1 3  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 3 1  Desember 2021 

W ALI KOTA SIBOLGA, 

dto. 

JAMALUDDIN POHAN 

Diundangkan di Sibolga 
pada tanggal 3 1  Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 

dto. 

MHD. YUSUF BATUBARA 

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 47 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI 

SUMATERA UTARA : (9-239/2021) 

Salinan sesuai dengan ya 

KEP 
' ·  '  

NGA S.H.  M .M.  
.  200903 2 007 


